
 

 

 

 
 

BUPATI GRESIK 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK 

NOMOR       TAHUN 2023 
 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 

TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH   

KABUPATEN GRESIK 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI GRESIK, 
 

Menimbang  :  a. bahwa dalam rangka penataan Perangkat Daerah di 

Kabupaten Gresik telah ditetapkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik 

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang 

Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 

Tahun 2016  Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten 

Gresik; 

b. bahwa dalam rangka penataan organisasi yang tepat 

fungsi dan tepat ukuran, sesuai beban kerja, dan kondisi 

nyata pada masing-masing pengampu urusan di 

Pemerintah Daerah dengan tetap memegang prinsip 

rasional, proporsional, efektif, dan efisien, maka perlu 

dilakukan perubahan penataan Perangkat Daerah; 

c. bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 

tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah 

Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang 

Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan maka perlu dilakukan perubahan 

nomenklatur dan fungsi terhadap Perangkat Daerah  

yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di 

bidang perencanaan pembangunan serta Perangkat 

Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang 

pemerintahan bidang keuangan; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga 

Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik; 

 

Mengingat  :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 

Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 

Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat 

dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia   Nomor 4654);  

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat  Daerah  (Lembaran  Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat  

Daerah  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang 

Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri    

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia  

Tahun 2019 Nomor 157); 
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 

tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur 

Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 435); 

10. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 

Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di 

Daerah; 

11. Peraturan  Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 

Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik 

Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah 

beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 

Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gresik 2021 Nomor 24); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN GRESIK 

dan 

BUPATI GRESIK 
 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA  

ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 

TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH 

KABUPATEN GRESIK.   
 

Pasal  I 

Ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten 

Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana 

telah diubah beberapakali dengan : 

a. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 

12 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah 

Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik 

Tahun 2021 Nomor 13); dan 
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b. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 

2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 

Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat 

Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten 

Gresik 2021 Nomor 24). 

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 7 

 

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2  

ayat (1) huruf e, terdiri dari : 

a. Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi 

Daerah melaksanakan urusan penunjang 

pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, 

riset dan inovasi daerah, sesuai hasil pemetaan 

intensitas dan beban kerja urusan pemerintah daerah 

dapat diwadahi sampai dengan Tipe A; 

b. Badan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan 

fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang 

keuangan, sesuai hasil pemetaan intensitas dan 

beban kerja urusan Pemerintah Daerah dapat 

diwadahi sampai dengan Tipe B; 

c. Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi 

penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, 

sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja 

urusan Pemerintah Daerah dapat diwadahi sampai 

dengan Tipe B; 

d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia melaksanakan fungsi penunjang 

urusan pemerintahan bidang kepegawaian, 

pendidikan dan pelatihan, sesuai hasil pemetaan 

intensitas dan beban kerja urusan Pemerintah 

Daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A; dan 

e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan 

urusan pemerintahan umum di bidang Kesatuan 

Bangsa dan Politik sesuai hasil pemetaan intensitas 

dan beban kerja urusan Pemerintah Daerah dapat 

diwadahi paling banyak 3 (tiga) bidang. 
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Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah  Kabupaten Gresik. 

 

            Ditetapkan di Gresik 

   pada tanggal     

 

     BUPATI GRESIK, 

 

 

 

  FANDI AKHMAD YANI 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK 

NOMOR       TAHUN  2023 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

GRESIK NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN 

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK 

 

I. UMUM 

Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik bertujuan 

untuk membawa perubahan yang signifikan terhadap besaran, tugas 

fungsi Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat 

ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan 

kondisi nyata yang ada pada masing- masing perangkat Daerah. Hal ini 

juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang 

rasional, proporsional, efektif, dan efisien. 

Dalam rangka mewujudkan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip 

desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam 

Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, 

pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, 

fleksibilitas, sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah.   

Dasar utama pembentukan dalam perubahan Peraturan Daerah 

tentang Pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan 

Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dan hasil analisa 

jabatan, beban kerja dengan tetap mengedepankan kualitas pelayanan 

publik.   

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I  

 Cukup Jelas 

Pasal II  

 Cukup Jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023 

NOMOR . . . . 


